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Abstrak
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi keberadaan fenomena flypaper effect pada pemerintah

daerah di Indonesia serta mengevaluasi respons pemerintah daerah terhadap pengurangan transfer dari

pemerintah pusat. Pengaruh transfer ke daerah terhadap belanja daerah dianalisis berdasarkan klasifikasi

Pemerintah Kabupaten, Kota, Daerah Tertinggal, dan Daerah Maju. Penelitian ini mencakup 415 kabupaten

dan 93 kota selama periode 2015-2022 dengan menggunakan metode data panel Fixed Effect. Variabel

dependen yang dianalisis meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Sementara

itu, variabel independennya meliputi DAU, DAK, DBH, PAD, dummy DAU, dummy DBH, dan kepadatan

penduduk. Penelitian ini juga menggunakan metode clustering untuk mengelompokkan daerah berdasarkan

klasifikasi kabupaten, kota, daerah tertinggal, dan daerah maju. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

fenomena flypaper effect terjadi pada belanja pegawai dan belanja modal di seluruh pemerintah daerah, baik

kabupaten, kota, daerah tertinggal, maupun daerah maju. Namun, fenomena tersebut tidak ditemukan pada

belanja barang dan jasa. Selain itu, belanja modal terbukti menjadi jenis belanja yang paling dipengaruhi

oleh transfer ke daerah, khususnya dari DAK. Temuan lainnya mengungkap bahwa pemerintah daerah

cenderung lebih mengandalkan DAU untuk belanja pegawai, sedangkan belanja barang dan jasa lebih

bergantung pada PAD. Untuk belanja modal, DAK menjadi sumber pendapatan yang paling dominan.

Respons pemerintah daerah terhadap transfer ke daerah bersifat simetris maupun asimetris, bergantung pada

jenis belanja dan karakteristik daerah. Dalam konteks respons asimetris, pemerintah daerah cenderung

menerapkan fiscal replacement untuk belanja barang dan jasa serta fiscal restraint pada belanja modal.

......This study aims to identify the existence of the flypaper effect phenomenon in local governments in

Indonesia and evaluate local governments' response to the reduction of transfers from the central

government. The effect of intergovernmental transfers on local expenditure is analyzed based on the

classification of Regency, City, Underdeveloped Region, and Developed Region. Using the Fixed Effect

panel data method, this study covers 415 districts and 93 cities from 2015-2022. The dependent variables

analyzed include personnel, goods and services, and capital expenditures. Meanwhile, the independent

variables include DAU, DAK, DBH, PAD, DAU dummy, DBH dummy, and population density. This study

also uses the clustering method to group regions based on the classification of districts, cities,

underdeveloped regions, and developed regions. The results show that the flypaper effect occurs in

personnel expenditure and capital expenditure in all local governments, whether districts, cities,

underdeveloped regions, or developed regions. However, the phenomenon was not found in goods and

services expenditures. In addition, capital expenditure proved to be the type of expenditure most influenced

by transfers to the regions, particularly from the DAK. Other findings reveal that local governments tend to

rely more on DAU for personnel expenditure, while goods and services expenditure is more dependent on

PAD. For capital expenditure, DAK is the most dominant source of revenue. Local government responses to
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transfers to regions are symmetric or asymmetric, depending on the type of expenditure and regional

characteristics. In the context of asymmetric responses, local governments tend to apply fiscal replacement

for goods and services expenditures and fiscal restraint on capital expenditures. 


